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PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 06 TAHUN 2013 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang 
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 
Negara/Lembaga, perlu mengganti Peraturan Menteri 
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanan Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 

b. bahwa untuk melaksanakan bantuan stimulan 
perumahan swadaya yang lebih akuntabel, tepat 
sasaran dan tepat waktu, perlu lebih memperjelas 
kriteria subjek dan objek, menyederhanakan prosedur, 
lebih memperjelas tanggung jawab para pelaksana 
serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang 
Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman 
Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 

2. Peraturan  Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

3. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Program Jangka Menengah Nasional Tahun 
2010-2014;  

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perumahan Rakyat; 

7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
13 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 
Negara/Lembaga; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN 
PERUMAHAN SWADAYA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 
1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat 

BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR. 
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2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah 
yang layak huni. 

3. Pembangunan rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau 
Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan 
pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang. 

4. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah 
kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah 
untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. 

5. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas 
prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau 
berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau 
pembangunan rumah baru beserta lingkungan. 

6. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat 
PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar 
rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman. 

7. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah 
himpunan MBR penerima BSPS. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya 
disingkat SKPD kabupaten/kota adalah unit kerja pemerintah 
kabupaten/kota yang membidangi perumahan. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.  

12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah 
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

13. Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar teknik 
perspektif dan proyeksi keadaan rumah yang diinginkan sebagai hasil 
pembangunan atau peningkatan kualitas. 
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14. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bagunan; 
volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per 
jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang 
berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana BSPS dan swadaya 
penerima bantuan. 

15. Deputi adalah Deputi Bidang Perumahan Swadaya. 
16. Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satuan Kerja 

Pemberdayaan Perumahan Swadaya. 
17. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM 

adalah tenaga profesional lokal yang menjadi penggerak dan pengawas 
KPB dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya, termasuk 
pemberdayaannya. 

18. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran/Satker untuk melakukan pengujian atas Surat 
Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. 

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan 
kepada PP-SPM. 

20. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar 
rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima 
bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna 
mengendalikan penggunaan dana BSPS. 

21. Surat Perintah Membayar Langsung  yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak 
ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan. 

22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri 
serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atas 
nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan 
pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan 
akuntansi pemerintah. 

23. Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat 
dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana 
belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima 
bantuan sosial. 
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24. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah 
rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, 
kualitas, dan kesehatan bangunan. 

25. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan 
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk 
menampung seluruh penerimaan Negara dan/atau membayar seluruh 
pengeluaran Negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk. 

26. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat. 
Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan dan Lingkup 
Pasal 2 

(1) Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri 
rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman. 

(2) Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau 
lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR. 

(3) Lingkup BSPS adalah : 

a. PB atau PT; 
b. PK; dan/atau 

c. pembangunan PSU. 
BAB II 

JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN 
Bagian Kesatu 
Jenis Bantuan 

Pasal 3 
(1) Jenis bantuan adalah : 

a. dana; dan/atau 
b. barang. 

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa : 

a. bahan bangunan; 
b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/atau 
c. pembangunan PSU. 

(3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya 
diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah 
tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan. 
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